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Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya pendidikan di Indonesia

yang menghadapi masalah biaya yang semakin mahal, bahkan di tingkat sekolah

dasar. Masyarakat, seperti di Kelurahan Pabiringa, perlu perencanaan keuangan
agar anak-anak dapat melanjutkan pendidikan. Pendidikan Indonesia juga diliputi
kebingungan antara model humanistik dan positivistik, yang menciptakan konflik
antara negara dan masyarakat mengenai tanggung jawab pendidikan. Negara dan
masyarakat seringkali berselisih soal pengelolaan pendidikan, yang menyebabkan
komersialisasi pendidikan. Ketika pemerintah terbatas dalam membiayai
pendidikan, beban biaya beralih ke masyarakat. Hal ini terlihat dalam peraturan
daerah Tulungagung yang membebankan biaya pendidikan kepada orang tua,
bertentangan dengan Undang-Undang yang menjamin pendidikan dasar tanpa

biaya. Penelitian ini akan menganalisis peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022

tentang Pendanaan Pendidikan di Tulungagung, terkait dengan Undang-Undang

Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.

Adapun fokus dan pertanyaan penelitian ini diantaranya 1) Bagaimana
Urgensi Adanya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 99 Tahun 2022 tentang
Pendanaan Pendidikan Kabupaten Tulungagung? 2) Bagaimana kedudukan
hukum dan problematika Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 99 Tahun 2022
tentang Pendanaan Pendidikan Kabupaten Tulungagung Ditinjau dengan Undang
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ?

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yang fokus pada
kajian pustaka untuk menganalisis peraturan hukum tertulis seperti undang-
undang dan peraturan pemerintah, tanpa melibatkan data empiris. Penelitian ini
termasuk dalam jenis deskriptif analitis, yang menggambarkan fenomena hukum
secara sistematis dan akurat, serta menganalisis kesesuaiannya secara Kritis.

Hasil penelitian ini adalah 1) Urgensi adanya Peraturan Bupati
Tulungagung Nomor 99 Tahun 2022 didasarkan pada landasan filosofis, landasan
sosiologis dan landasan yuridis. 2) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 99
Tahun 2022 berada di bawah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dalam
hierarki peraturan perundang-undangan, Sementara problematika Peraturan Bupati
Tulungagung Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan ialah adanya
pembebanan sumbangan finansial kepada orang tua peserta didik, yang bertujuan
untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, hal ini berisiko menciptakan
kesenjangan pendidikan, terutama bagi keluarga miskin. Masalah utama yang
muncul adalah ketidakjelasan kriteria penerima bantuan, sistem verifikasi yang
tidak transparan, dan potensi diskriminasi sosial akibat ketergantungan pada
sumbangan orang tua.
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This research is motivated by the problem of increasingly expensive
education in Indonesia, even at the elementary school level. Communities, such as
those in Pabiringa Village, need financial planning so that children can continue
their education. Indonesian education is also plagued by confusion between the
humanistic and positivistic models, which creates conflict between the state and
society regarding educational responsibility. The state and society often clash
over educational management, leading to the commercialization of education.
When the government Due to limited funding for education, the burden of costs
shifts to the community. This is evident in the Tulungagung regional regulation
that imposes education costs on parents, contradicting the law that guarantees
free basic education. This study will analyze Regent Regulation No. 99 of 2022
concerning Education Funding in Tulungagung, in relation to Law No. 20 of 2003
on the National Education System.

The focus and questions of this research include: 1) What is the urgency of
Tulungagung Regent Regulation No. 99 of 2022 concerning Education Funding in
Tulungagung Regency? 2) What is the legal standing and problems of
Tulungagung Regent Regulation No. 99 of 2022 concerning Education Funding in
Tulungagung Regency in light of Law No. 20 of 2003 concerning the National
Education System?

This research method uses a normative approach, focusing on a literature
review to analyze written legal regulations such as laws and government
regulations, without involving empirical data. This research is a descriptive
analytical study, which systematically describes legal phenomena and accurate,
and critically analyze its suitability.

The results of this study are: 1) The urgency of Tulungagung Regent
Regulation Number 99 of 2022 is based on philosophical, sociological, and legal
grounds. 2) Tulungagung Regent Regulation Number 99 of 2022 is subordinate to
Laws and Government Regulations in the hierarchy of laws and regulations.
Meanwhile, the problematic aspect of Tulungagung Regent Regulation Number 99
of 2022 concerning Education Funding is the burden of financial contributions on
parents of students, which aims to improve the quality of education. However, this
risks creating educational disparities, especially for poor families. The main
problems that arise are unclear criteria for aid recipients, a non-transparent
verification system, and the potential for social discrimination due to dependence
on parental donations..
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